
SE(RETAFIA-I KPA NASIO AT
MENARA EKSEKUTIF L'T, 9

JL, M.H. THA|IFIN KAV, 9, JA(ARTA 103!IO
TELP. 021 - 3901756
FAX. 021- 3902665

ranqsar : 2 oesemb6r2010

?Zi)""^ 7,,-t fu'Y;4*-
;:*:' fr .4ai:t/' tz*-:

"v" 
'k&ffikp1



P"u*,j*.,@*t
PERATUMN GIJBERNUR JAWA BARAT

NO|4OR ?3 TAHUN 2010

'ENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGUIANGAN HUI'IAN JMMUNODET.ICIENCY

WRUS (HIV') DAN ACQUIRED IMMIJNE DEFT.IEII\Cy SyNDR)ME (NDs\

GUBERNUR ]AWA ECRAI

: a. bahwa dalam rangka pencegahan, p€ngendatian dan

Nlengin9at

Penanggulangan penulaGn dan Denvebaran

t ,

2.

3,

hnutodeficten y Vrts (HN) dan Acaopd Jnnne
Dendencv Sndmnc (AIDS), pe L ditakukan urdvd
penanggulangan secdra teQadu metatur peningkatan pentaru
hiduo s€hal pencegaLran penu,aran, perdwatan, dukuTaF,
oan p€ngobatan olang dengan Hiv dan A]DS (ODHA) serta

bahwa untuk nelak!€nakan penanggutangan serta menekan
laju penularan dan penyebaGn HIV dan AIDS sebaqaimana
dneKud pada pert rbangan hurur a, pedu diretapkdn
PeatLran Gubemur Jawa Balar tentang pencegahan oan
Pena.99ulEn96n Hur.nan InnunodcftcEn.y y/as (HW) dan
Acquired lnnwe Dendency Syndrane (NDs\i
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 19s0 tenbng pembenrrkai
Prcvinsi lawa Ba6! (B€nta NegaE Repubtik rndonesia tanggal
4 luli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 19so
tentang Pemerintahan Jakada Raya (LembaGn Negara
Republik hdonesia Tahun 19so Nomor 31, Tamoanan
Lembaran Negard Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubeh beber.pd kali, terdkhi denga. Undang-Undarg
Nomor 29 Tahun 2007 tenbng Pemenntahan provinsr Dderdn
Knusus lbukota lEkafta sebagai lbukota Negara Kesa0an
Republik Indonesia (L€mbaran NegaE Repubtik Indonsia
Tahun 2007 Nomor 93, Iambahan Lemba6n N€gaE Repubtik
hdonesia Nomor 4744) dan Undang-Undanq Nomor 23 Tahun
2000 ientang Pembentukan Provinsi ganten (Lemba€n N€a€
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik hclonesia Nomor 4010);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Replbtik Indonesia Tahun
199s Nornor 77, Tambahan L€mb,aran NegaG Repubtik
hdonesia Nomor3514):
Undang'Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasl
Ilanusia (Lembann N€gaE Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Ne9a6 Repubtik Indonesia
Nomor3886)i
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Undang-Undaig Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penindungan
Anak (LembaEn NegaG Republik hdonsia Tahun 2002
Nomor 109, T5mbahan Lembardn Negara Republik hdonesia
Nomor4235);
Undang-Undang r,lomor 13 Tahun 2003 t€ntang
K€tenagake4aan (Lemba6n Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesla Nomor 4279),
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinbhan
Daerah (Lembaran Negam Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembardn Negara Republik rndonesia
Nomor 4437) s€bagalmana telah dllbah beberapa kaii, t€rakhrr
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenianq
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerhtahan Daerah (LembaEn Nega€ Replblik
hdonena Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran NegaG
Republik lndonesia Nomor 4844);
Undang'Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
lamlnan Soslal Naslonal (L€mbaran Negara R€publlk Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lenbalan NegaE Republik
Indonesia Nomor 4456):
Undang'undang Nomor 3s Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik hdonesia Tahur 2009 Nomor
143, Tambahan Lernbamn Negan Republik hdonesia Nomor
s052):
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
1,14, Tambahan LembaEn NeqaE Republik Indonesla Nomor
5063)l

10. Undang-Undang Nomor ,K Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negan Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor
50721|

11. P€latulan Peme ntah NomorT9Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
DaeEh {LembaEn Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik hdonesia
Nomor4592),

12. Peraturdn Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerlntahan antara Peme ntah,
Pem€nntahan Daerah Provinsi dan Pemeintahan Daerah
Kabupaten/Koh (Lembaran Nega6 Republik ll]donesla Tahun
2007 Nornor 82, Tambahan LembaGn NegaE Republik
lndonesla Nomor 4737)i

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasr dan Tugas Pembaniuan (Lemba€n NegaE
Republlk Indonesla Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4al6),

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wew€nang seda Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai wakil P€rnerinhh di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negard Republlk Indonesia Tahun 2010
Nomor 82, Tambahan LembaGn Negard Republik Indonesia



15. PeGturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasionar;

16. Peraturan Menterl Dalam N€g€ri Nomor 20 Tahun 2007
tentong Pedoman umum Pembentukan Komtsi
Penanggulangan AIDS dan Pembedayaan Masyarakat dalam
6ngka Penanggulangan HIvdan AIDS diDaerah;

17. Peraturan l'4enteri Koordlnator Bidang Kesejahteran Rakyat
Nomor 2/PER/I4ENKO/KESR{III Tahun 2007 tenianq
Kebijakan Nasional Penanggulansan HIv dan AIDS melalul
Peigu6ngan Oampak Buruk Penggunaan Narkoba,
PsiLohooika den Z3t AdiKlf Suntlk;

18. P€raturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahieraan Rakyat
Nomor 3/PER/MENKO/KE5Rc/IU Tahun 2007 tentang
Susunan, Tugas dan FLrngsi Keanggotaan Komlsi
Penanggulangan AIDS Nasional;

19. Peraturan l4enteri Koodlnator Bldang Kesejahte6an Rakyat
Nomor ZPEFy|4ENKO/KESM/II Tahln 2007 tentang St€tegi
Nasionar PenanggLrlangan A1DS Indonesia Tahun 2007-2010;

20. PeGturan lvlenreri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Nomor 8/PER/MENKO/KESRTVIU Tahln 2007 tentang
Pembenakuan P€dornan Nasional Monitoring, Evaluasi dan
Peraporan HMan AIDS diSeluruh Indonesia;

21. Keputusan l9enteri Ke*hatan Nomor 760 Tahun 2007 tentang
Penetapan Lnnjutan Rumah Sakit Rujukan bagi Orang dengan
HlV dAN A.IDS (ODHA);

22. Peraturan Daqrah Provlnsi lawa Barat Nomor 10 Tahln 2008
teninng Urusan PemerinLahan tuovinsi Jawa BaEt (LembaGn
Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor,16);

23. Peratlran Daerdh Provinsi lawa Barat Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangtinan langka Menengah Daerah
Provinsi lawa Barat Tahun 2008-2013 (Le,.iba€n DaeGh
Tahun 2009 Nomor 2 Se E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 60);

24. Peraturan Daerdh Provinsi J6wa Barat Nomor 11 Tahln 2010
tentang Penyel€ngga€an Kesehatan (LembaEn Oaerah Tahun
2010 Nomor 11 Seri E. Tambahan Lembaran Daerah Nomor

2s. Pe6turan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Da€rah
(LembaEn DaeEh Tahun 2008 Nomor 11 sen D, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 4l:

MEIIUTUSKAN I

PERATURAN GUEERNUR TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEF|CIENCY WRTE IHN)
D AN ACQUIRED IMMUNE DEFIC]ENC]/ SYNDROME (NDS),
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BAB I
KETENTUAN UMUI.4

Pasal 1
DaLam Peraturan cubernur inj/ yang dimaksud densan :
1. DaeEh adaLah Provinsitawa 8arat.
2. Peme ntah Daenh adatah Gubemur besert p€langkat Daenh

sebagai unsur penyelenggara pemenntahan Daerah.
3, GLbemur adalah cubernurJawa Barat,
4. Kabupaten/Kora adatah Kabupaten/Kota dl Jawa Balat.
5. Bupati^Valikota adatah Buoafl/watikota di Jawa Barat,
6. Komlsi Penanggulangan Acquircd rnnune Defiaency gndrane

(AIDS) Prcvlnsi Jawa Balat yang setanjutnF disebut KpA pmvinsi
adalah Komisi yang menangant pemasatahan HrV dan AIDS di
Provinsi Jawa Barat.

7. Komlsi Penanggulangan Acquied Innune DencEn.y Syndrone
(alDS) (abupaEn/Kota yarg setanjurnyd dEeblr KpA
KabLpElen/(ota adaldt \onisr yang menangani pemasa'.hdn dry
dan AIDS di Kabuoaten/Koia.

8. Ketua adal.h Ketla Komisi Penanggutangan Acquircd rnnune
DefEiency SyndrcnelAlDs) Provinsi .lawa Bardt

9. Penanggulangan adatah seEngkai.n upaya menekan taju penutaran
Human Imnunodeficienc/ nrus (HNl dan Acquired lnnune
Denciency Syndtune (AIDS), metatut kegiatan pen@gahan,
Penan9anan dan rehabilitasi.

10. Pencegahan adaiah upaya memutus mar. rantai penuta€n rura,
r!n!!noden!9n9/ vtrus (HN) dan Acqui.red rnnune Dencienc/
Syndtum (NDS) di masya€kat, terutama ketornpok be siko ungdi
tettutar Hunan tmmunodencEnc/ virus lHlv) da Acqutrcd rnnune
DefrcEDCy Syndnne (NDs) seperfl pengguna na*oba jarum suntit!penlaja seKs oan pasangan/petanggan (potentiat ctient) Itu a?ng
dengan Hunan Innunodefrcienq, virus (HN) dan Acquircd Innune
DeficEn.y Smdrcne (AIDS), serta warga binaan di Lembaga
Pemasyarakatan dan tutmah Tahanan.

rr. Hunan Innunodefrciency //r'rryang setanjLtnya disebd HrV adalah
virus penyebab AIDS yang digotongkan sebagal jenis retrivirus yang
menyerang sel darah putih dan metumpuhkan sistem kekebatan
tubuh dan ditemukan dalam cat|an tubuh pende ra berupa darah,
cairan mani, cairan'/agina dan air sus! ibu,

12. Acquied Itununodenciency Smdmne ya^g setanjutnya disebul
AIDS adalah kumputan gejata penyakit yang disebabkan HIV yang
merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan
tlbuh melemah dan mudah teiangkjt penyakit inteksi.

13. lnfeKi Menular S€ksual yang s€tanlLrrnya disebur r!1S adalah
penyakit dan/atau gejala penyakii yang djtutarkan metatui hubungan

14. Orang d€ngan HIv dan AIDS yang setanjutnya dis€but ODttA adatah
s€seorang yang tetah menqidap HIv dan AIDs.

15. Orang yang Hidup Dengan HMan AIDS yang setanjutnya dislngkar
OHIDHA adalah o€ng atau anggora ketuarya yang htdup bersama



20. Mitigasi adaLah prcgram pengurangan dampak Hry dan AIDS untuk
anak dan kelua€ayang terdampakdan ierinfeks

Pihak Terkait adalah Inslansi Pemerintah/Pemerintah DaeEh,
Kepolsian, lembaga swadaya masyarakavlembaga donor, seKor
swasta/dunia usahar organisasi prolesi, organlsasi kepernudaan,
oqanisasi keagamaan/ o€anlsasl masyarakat peduli HIV dan AID5
dan p€rguruan tinggi, yang merupakan miha kerja Komisi
Penanggulangan AIDS Provinsi lawa Barat dalam penangguLangan
HMan AIDS dilawa Aarat,
Lembaga Swadaya Masyarakat yang s€lanjutnya disebut LSl4 adalah
lembaga masyaEkat yang pedull HMan AIDS dan terdaftar pada
rorum LsM s€bagai anggota iorum dan merupakan nitra kerja
Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi lawa Barat dalarn
penanggulangan Hrr' dan AIDS diJawa Barat
Populasi Kunci adalah kelompok popllasi yanq .klif berperan
m€nentukan keberhasllan progEm pencegahan dan pengobatan,
yans tediri dad oEng-orang beisiko iedular karena periLaku seksual
berisiko yang tldaktedindung, betukar alat $ntiktidak stenl, orang-
olang yang rentan tefiadap penulalan HIV karcna pekedaan dan
lingkungan serta ODHA.
Konsering Tes Srlarcla (Voluntary Conselt:ng Testing) yang
se anjutnya disebut KIs adalah kons€ling yang dilaklkan sebelum
dan sesudah t€s HIV secard sukarela.

suveilans Perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang
perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan
s€can be*ala guna mempercleh infomasi t€ntang besaran masalah
dan kecenderungannya ontlk perumusan kebijakan dan kegiatan
penanggulanqan HIV dan AIDS.
Pelayanan, Dukungan dan Pengobatan lcare, Suppott Treatneno
yang selanjutnya disebut CST adalah upaya untuk mempe uas
peldydrar, dulr.qan dan pe.qobatar terFaCdp ODHA,
warca Binaan PemaslaEkatan (wBP) adaLah warga masyaGkat yang
ada dl Lembaga Pemasyarakatan.
Lelaki seks densan Lelaki (LsL) adalah lelaki yang berhubLrngan seks
dengan Lelaki.
Narkotika, Psikotrcplka dan Zar Adilcif lainny€ t€ng selanjdnyi
disebut NAPZA adalah zat atau obat yanq berisal dari tanaman atau
bukan tanaman, baik sintetis maupun semlslntetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa/
men9u6n9i sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketetgantungan/ yang dibedakan ke dalam golongan-

Mitigasl dampak adaLah upaya pengurangan dampak Hw dan AIDS
terutama pada kehldupan sosial dan ekonomi o€ng-orang yang
terinfeksi dan terdamoak HIv.
P€nyedla layanan kesehatan adalah rumah sakit pemedntah dan
swasta, p skesmas, klinik dan balai pengobatan.

16.

17.

2r,

19.

22.

23.

24.

25,

26.

27.
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BAB 1I
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesat!
Maksud
Pasal 2

Maksud dllaksanakannya pencegahan dan penangguiangan HIV dan AIDS

a. m€ncegah raju p€nularan HIV dan A.tDs pada masyarakat umum,
periaku risiko tnggi, serta rnentngkatkan tualitas hidup ODHA;

b, menyebarluaskan iniormasi dan menciptakan suasana kondusif dengan
ne.ituberd an pencegatdn pada pentaku.sito ri.gg,;

c. menyediakEn peayanan KTS/ pengobatan, perawatan dan dLkungan
kepada ODHAyans terint€grasi dengan upaya penegahan;

d. m€ningkatkan peran serta masyaakat termaslk oDHA datam berbagat
upay. penanggurangan Htvdan atDS; dan

e menciptak.n dan mengembangkan kemitra.n antara instansi
Pemerintah/P€merintah Daerdh, LSM, t€mbaga donor, setiror
svr'asta/dunia usaha, organtsasi prcfest, organisast k€pemudaan,
o€ansas Keaganraan, organisasi masyarakat peduti HIv dan AtDs,
dan perguruai tinggi secara terpadu dan berk€tanjlLan, glna
meningkatkan respon terhadap penularan/penyebaran HIV dan AIDs.

Bagian Kedua
' Tujlan

pasal 3
Iujuan pencegahan dan penangguangan HIV dan AIDS adatah :
a.  re . rsa.anld percegahon paaa teoTpot be.srko;
b. teuedianya pelayanan KTt pengobatan, perawatan dan dukungai

kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan;
c. tenaksananya peningkatan pelan s€rta mEsyarakat t€rmasuk oDHA

daram berbaga upaya perangguangan HIv dan ArDs, dan
d. tercrptanya pengembangan kemir-dan diantara pih.k terkait secara

terpadu dan berkelanjltan guna meningkatkan penc€gahan dan
penan99ulangan HMan AID5.

BAB III
S''sARAN
Pasal4

Sasaran pencegahan dan penanggutangan HIVdan AIDS metjputi :
a. k€lompok rentan, yaltu keompok masyaakat yang ka.ena Ingkup

pek€rjaan, rlngkungan, rendahnya ketahanan ke uarga dan status
kesehatan mudah tedular Hrv, seperrj orEng dengan mobijtas iinggi,
perempuan, remajn, aiak jalanan, orang miskin, ibu hamlt dan petugas

b. k€lompok berisiko tertLrlar yaitu ketompok masyaEkat yang beDeriaku
rjsiko tinggl, sepeJti penjaja seks dan petanggannya, penyatahgunaan


